
  
 

BUPATI KUDUS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  KUDUS     

NOMOR  2  TAHUN  2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN  KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

Menimbang  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal                
5 Oktober 2020 Nomor 903/198/2020 tentang Evaluasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 
2020 dan Rancangan  Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 
2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun  Anggaran 2020. 

 

Mengingat 
 

: 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan                 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 

16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019  tentang 
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575);  
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 
Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6173); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6515); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 
2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai 
Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545); 

37. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik IndonesiaTahun 2014  Nomor 81); 

38. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 
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39. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 

40. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur 
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 
Nomor 5); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  KUDUS 

dan 

BUPATI KUDUS 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula 
berjumlah Rp. 1.911.471.464.000,00 bertambah sejumlah                                    
Rp.      228.932.381.000,00    sehingga menjadi Rp. 2.140.403.845.000,00 
dengan rincian sebagai berikut:  
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1. Pendapatan Daerah: 
a.  Semula           Rp. 1.810.667.069.000,00 
b.  Bertambah/(berkurang)   Rp.    144.819.428.000,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan     Rp. 1.955.486.497.000,00 

2. Belanja Daerah: 
a.  Semula    Rp. 1.911.471.464.000,00 
b.  Bertambah/(berkurang)   Rp.    228.932.381.000,00 
Jumlah Belanja setelah Perubahan      Rp. 2.140.403.845.000,00 
   Surplus/(Defisit) setelah perubahan   Rp.   (184.917.348.000,00) 

3. Pembiayaan Daerah:  

a. Penerimaan:  
1) Semula     Rp.    100.804.395.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.      90.112.953.000,00 

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.    190.917.348.000,00 

b. Pengeluaran: 
1) Semula   Rp.                            0,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.        6.000.000.000,00 

 Jumlah Pengeluaran setelah  
 Perubahan     Rp.        6.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah  
perubahan     Rp.    184.917.348.000,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
setelah Perubahan    Rp.                             0,00         

 

Pasal 2                               
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1                  
terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah: 
1) Semula    Rp.    378.701.780.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.     (87.057.896.000,00) 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
setelah Perubahan  Rp.    291.643.884.000,00 

b. Dana Perimbangan: 
1) Semula     Rp.  1.062.970.530.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.     141.647.836.000,00                    
Jumlah Dana Perimbangan  
setelah Perubahan  Rp  1.204.618.366.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: 
1) Semula   Rp.    368.994.759.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.      90.229.488.000,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah  
yang Sah setelah Perubahan   Rp.    459.224.247.000,00 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
terdiri dari jenis  pendapatan:  

a. Pajak Daerah:  
1) Semula   Rp.     133.425.751.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.      (25.274.796.000,00) 
Jumlah Pajak Daerah setelah  
Perubahan  Rp.     108.150.955.000,00 
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b. Retribusi Daerah: 
1) Semula    Rp.       37.497.715.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.      (22.252.379.000,00) 
Jumlah Retribusi Daerah setelah  
Perubahan  Rp.       15.245.336.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 
1) Semula    Rp.        9.277.165.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.          (576.381.000,00) 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp.        8.700.784.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: 
1) Semula       Rp.    198.501.149.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.      (38.954.340.000,00) 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah   
yang Sah setelah Perubahan Rp.    159.546.809.000,00 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  
terdiri dari jenis pendapatan:  

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: 
1) Semula    Rp.    213.560.102.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.       17.671.344.000,00) 
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah  
Perubahan    Rp.    231.231.446.000,00 

b. Dana Alokasi Umum: 
1) Semula   Rp.     849.410.428.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.      (84.819.124.000,00)                
Jumlah Dana Alokasi Umum   
setelah Perubahan   Rp.      764.591.304.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus:  
1) Semula   Rp.                             0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.      208.795.616.000,00 
Jumlah Dana Alokasi Khusus   
setelah Perubahan     Rp.      208.795.616.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :  

a. Hibah:  
1) Semula    Rp.                              0,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.        70.968.500.000,00         
Jumlah Pendapatan Hibah  setelah  
Perubahan      Rp.        70.968.500.000,00         

b. Dana Bagi Hasil Pajak: 
1) Semula    Rp.     148.444.143.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.         1,439.738.000,00  
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak   
setelah Perubahan     Rp.      149.883.881.000,00 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:  
1) Semula    Rp.       71.397.894.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.         8.564.511.000,00      
Jumlah Dana Penyesuaian dan  
Otonomi Khusus setelah Perubahan   Rp.       79.962.405.000,00 
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d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah 
Lainnya: 
1. Semula    Rp.                              0,00 
2. Bertambah/(berkurang)   Rp.        10.586.000.000,00 
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah  
Daerah Lainnya  setelah Perubahan    Rp.        10.586.000.000,00 

e. Pendapatan Lainnya: 
1. Semula    Rp      149.152.722.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)   Rp.        (1.329.261.000,00) 
Jumlah Pendapatan Lainnya   
setelah Perubahan                       Rp.     147.823.461.000,00 
 
 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  angka 2 
terdiri dari :  

a. Belanja Tidak Langsung: 
1) Semula     Rp.   1.070.039.366.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.      140.609.362.000,00 

  Jumlah Belanja Tidak Langsung  
  setelah Perubahan  Rp.   1.210.648.728.000,00 

b. Belanja Langsung: 
1) Semula     Rp.     841.432.098.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.       88.323.019.000,00 
Jumlah Belanja Langsung  

  setelah Perubahan  Rp.     929.755.117.000,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
terdiri dari jenis belanja:  

a. Belanja pegawai: 
1) Semula     Rp.     751.757.086.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.       78.641.646.000,00 
Jumlah Belanja Pegawai 

  setelah Perubahan  Rp.     830.398.732.000,00 

b. Belanja Hibah: 
1) Semula     Rp.        34.138.634.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.        19.784.699.000,00     
Jumlah Belanja Hibah setelah  

  Perubahan   Rp.        53.923.333.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial: 
1) Semula     Rp.          8.818.016.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.          2.179.000.000,00 

 Jumlah Belanja Bantuan Sosial  
  setelah Perubahan    Rp.        10.997.016.000,00 

d. Belanja Bagi Hasil: 
1) Semula     Rp.      17.092.348.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.        (3.977.101.000,00) 

 Jumlah Belanja Bagi Hasil  
  setelah Perubahan    Rp.      13.115.247.000,00 
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e. Belanja Bantuan Keuangan: 
1) Semula     Rp.     256.233.282.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.         5.188.279.000,00   
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  

  setelah Perubahan   Rp.     261.421.561.000,00 

f. Belanja Tidak Terduga: 
1) Semula     Rp.        2.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.      38.792.839.000,00 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga  
  setelah Perubahan  Rp.      40.792.839.000,00 

 
(3) Belanja  Langsung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf   b  

terdiri dari jenis belanja:  

a. Belanja Pegawai: 
1) Semula     Rp.      150.379.108.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.          5.860.274.500,00 

 Jumlah Belanja Pegawai  
  setelah Perubahan    Rp.      156.239.382.500,00 

b. Belanja Barang dan Jasa: 
1) Semula     Rp.     393.449.662.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.       77.814.310.500,00 

 Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
  setelah Perubahan  Rp.     471.263.972.500,00 

c. Belanja Modal: 
1) Semula     Rp.     297.603.328.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.         4.648.434.000,00 

 Jumlah Belanja Modal  
  setelah Perubahan    Rp.     302.251.762.000,00 
 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  angka 3 
terdiri  dari:  

a. Penerimaan: 
1) Semula     Rp.      100.804.395.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.        90.112.953.000,00 

    Jumlah Penerimaan  
  setelah Perubahan                              Rp.      190.917.348.000,00 

b. Pengeluaran: 
1) Semula     Rp.                              0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.          6.000.000.000,00 

 Jumlah Pengeluaran  
  setelah Perubahan    Rp.         6.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pembiayaan:  

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
(SiLPA): 
1) Semula     Rp.      100.804.395.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.       90.112.953.000,00 

 Jumlah SiLPA  
  setelah Perubahan        Rp.     190.917.348.000,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan:  

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah: 
1) Semula     Rp.                              0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.          6.000.000.000,00 

 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 
  setelah Perubahan    Rp.         6.000.000.000,00 
 

 
Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
terdiri dari:  

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah; 

3. Lampiran III 

 

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan         
Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini;dan 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

  

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.  
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